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lcogiogat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur> 
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penie1intahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambaban 
Lembaran Negara Nomor 3839)~ 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimban 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan D erah ( L mbarai1 ~"~ 
Tahun 1999 Nomor 72, Tarobaban Lembara.n Negara omor 

4.P 

"'1imbeog : a. bahwa daJaro rangka otonomi Daerah dan pelaksaoseo 
pembangunan Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, pcran serta 
dan pengerahan dana selain dari Pemerintah juga dari Pihak Ketiga 
dalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga yang merupakan salab 
satu potensi Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu 
mengatur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu 
menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tcntang Pener imaan 
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; 

WALIKOTA MAGEi.ANG, 
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BABil. 

[)alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kota Magelang; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang; 
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD ada)ah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang; 
d. W alikota adalah W alikota Magelang; 
e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Magelang; 
L Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada 

Daerah secara iklas/suka rela, tidak mengikat, pengolahaooya oleh Pihak Ketiga, 
tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik 
yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang; 

g. Pihak Ketiga adalah setiap orang dan atau badan hulrum dimanapun domisilinya 
tanpa membedakan kewarganegaraan dan atau asal usul pihak yang memberikan 
sumbangan serta tidak terik.at dalam suatu perjanjian; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja D~erah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang; 

' 
I. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Magelang; 
j. Barang adalah barang bergerak atau tidak bergerak. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

tapkan: PERA TURAN DAE 
PENERIMAAN SU~ KOTA MAGELANG TENTANG 
DAERAH. ANGAN PillAK KETIGA KEPADA 

Dengan Pttsetujuan 

l)EW AN PERW AiaLAN RAKY 
AT DAERAH KOTA MAGELANG 

MEMlJTusKAN : 

6. 

s. 

Peraturan Petnerintah 
clan Pertan · Nomor l05 T 
Tahun 200~gun&Jawaban I<cua,1 ahun 2000 tentang Pengelolaao 
4022)· Nomor 202 l'a gan Daerah (Lcmbaran Negara 

• ' mbahan Lembaran Negara Nomor 
Peraturan Menten· D I p · aam N · enenmaan Sumbangan Pih~gen . Nomor 8 Tahun 1978 ten1aog 
Peraturan Daeral1 K Kettga kepada Daerah; 
Pokok-pokok Pengef~ Magelang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Daerah. 0 aan dan Pertanggung Jawaban Keuangan 

4. 
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(4) 

(3) Sumbangan dalam bentuk barang-barang yang sebeluronya telah dibebaai 
kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindahtangankan bagaiman 
sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus. 

(2) Semua basil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Pasal 
ini yang berbentuk uaog atau yang dipersamakan dengan uaog sepenuhnya 
disetorkan ke Kas Daerah dan harus dicantumkan dalam APBD. 

(1) Penyelenggaraan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah di)aksa»akan 
oleb Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

• • 

(l) Sl1mbangan Pihak Ketiga sebagaimane dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah 1111, 
harus memperoleh persetuiuen terlebih dahulu dari DPRD. 

(2) Ketent11ao sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) Pasal ini untuk sumbangan dengan 
nilai nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

(3) Sumbangan yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, oiJei 
oominalnya ditentukan oleh Tim Penaksir yang dibentuk oleh Walikota. 

Pasal 3 

KETENTUAN PERSETUJUAN 

BAB III 

(1) crab dapat menorima suatu sumbangan dari Pihak Ketiga, 
(2) un1bangan s_cbagaimana _dimalcsud pada ayat ( J) Pasal ini dapat berupa pemberiao 

had1ah.donas1. wskaf hi bah dan atau 1 . l . L........: ... - yang dipe, sarnaken . . a1n- ain pe,11~1 IAIJ 

denp;an uu, tanpa ikatan dalam bentuk apapun. 

(3) Pemherian ~u~~ngan Pihak Ketiga kepada Daerah seperti dimaksud da~am ayat 
( l) Pasal mi tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya SCS1181 deogan 
peraturan perundang-undangao yang berlaku. 

tB 

8 R Tl 

.. 
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BAB VI ..... 

Pasal 7 
Hal-hal yang belum diatur daJam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh W alikota . 

BAB VI 
KETENTUAN IAIN-LAIN 

Pasal 6 

Penerim~a~ Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak dilaksanakan sesuai Peraturan 
Daerah 101 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pet undang 
undangan yang berlaku. 

BABV 
SANKS I 

Pasal 5 
(1) Sumbangan Pihak. ~etiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Daerah nu harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah Kbususnya 
untuk Pembangunan Daerah. 

(2) Barang-bamng yang berasa~ ~ari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dim~d 
dalam Peraturan Daerah mt menjadi kekayaan daerah dso oleh ka:ena rtu 
pengelolaaonya sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

) Setinp penerimnan ~umbanon Pih k . I ng diiJcuti (4 I h berita acara e n 1 n Ket1~a yang berupa barang, angsu lean 
~n~11catatnya dalnm b~;~hannya kepada pcjabat yang berwenang yang a 

rt, e11 tans Daorah 
) }(etentuan scbagaimana dim k d . b · mbangan 

(5 y.ang dimaksud dan atau a su .ayat (2) Pasal ini dikecualikan agi su . al dan 
· · d til menu rut sifatnya digunakan untuk kcgiatan scrcinoru 

atau inst en yang pemungutannya dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan. 
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LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2002 NOMOR 21 
SERI E No. 14 

MAGE LANG 

Oiundangkan di Magelang 
pada tanggal 12 Agustus 2002 

H. F AHRIY ANTO 

WALIKOTA MAGELANG 

Ditetapk.an di Magelang 
pada tanggal 7 Agustus 2002. 

Pasal 8 
tlJ111!1 l)aerah ini mulai berlaku pada rer' tanggal diundangkan. 

r supaya se~~P orang dapat me . 
~s. wran Daerah nu dengan penempat.a.n ngetahu1nya, memerintahkan pengundangan 
pore nya dalam J.,embaran Daerah Kota Magelang. 

T 
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n. P 

Agar penerimaan sumbangan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna 
serta untuk dapat terciptanya ketertiban dalam penerirnaan maupun pengelolaaonya 
maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi setiap 
penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah. 

Dan pemberian sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban - 
kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti 
pembayaran pajak dan kewajiban - kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

Dengan memperhatikan kemampuan Daerah yang dihadapkan kepada 
perkembangan keadaao, salah satu usaha untuk meningk:.atkan pendapatan Daerah 
selain dengan pemungutan yang lebih intensif, adalah dengan penerimaao sumbangao 
Pihak Ketiga kepada Daerah. 
Sumbangan tersebut adalah yang bersifat sukarela, tidak mengikat clan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berupa uang 
atau yang disamakan dengan uang maupun yang berupa barang baik yang bergerak 
ataupun tidak bergerak. 

Ag~ lebih dinamis pelaksa.naan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan 
be~oggung jawah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan 
rnerungkatkan pelaksa.naan pembangunan Daerah diperlukan usaha-usaba 

inskatan p ....... 1r .. __ ' • · · tah · pen_ ~ 1.QAQ.I~ peran serta dan pengerahan dana selain dan Pemerin juga 
dan Pihak ~ettga dalam bentuk st1mbangan dari Pihak Ketiga yang merupakan salah 
satu potensi Pandapatan Asli Daerah. 

L PE JELASAN UMUM 

GAN PIHAK KETIGA KEP ADA DAERAB 
PE ERIMAAN SUMB 

OMOR 10 T l 2002 

'f N'f 

A .,~L N D ff:R 11 o 
p 
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Cukup jelas 

Yang dimaksud kegiatan seremonial adalah kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang 
berbentuk peringatan-peringa~ upacara dan kegiatan 
yang berbentuk kepanitiaan, maka pengelolaaa 
sepenubnya menjadi tanggung jawab panitia. 
Yang dimaksud kegiatan insidentil adalah kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan 
bersifat rutin yang dilaksanakan sekali waktu dan 
sekaligus berakhir. 

Yang dimaksud pejabat yang berwenang ada]ah Kep ala 
Bagian Umum atas nama Walikota Magelang. 

• 

Cukup jelas . 

Penyelenggaraan penerirnaan sumbangan sebelum 
dipindah tangankan beban kewajiban kepada Negara dsto 
Daerah harus lunas, dan setelah dipindah tangaokao 
kewajiban kepada Negara dan Daerah menjadi beban 
pihak penerima sumbangan. 

Penyelenggaraan penerimaan dalam bentuk 118"8 ~ 
Yang disamakan dengan uang dilaksanakan oleh Dinas 
Pendapatan sedangkan yang berbentuk barang dao atso 
bangunan dilaksanakan oleh Bagian Umum. 

ukup jelas 

ukup jelas 

Sun1bangan yang nominalnya kurang dari Rp . 
l00.000.000,- (seratus juta rupiah) harus melaporkan 
kcpada DPRD. 
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Pasal 5 s/d Pasal 8 

ayat (S) 

ayat (4) 

ayat (2) 

ayat(3) 

pasal 4 ayat ( 1) 

pa,al 1 

pasal 2 

pasal 3 ayat (2) 
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